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PUTUSAN
Nomor 244/Pdt.G/2014/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama lIslam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah

Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat”,
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya
disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka

sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2014
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 244/
Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat

dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 435/2007 tanggal 22 Juli 2007;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di rumah bersama selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah
orangtua Penggugat selama 2 tahun selanjutnya pindah mengontrak
rumah sebagaimana alamat Tergugat diatas sebagai tempat kediaman
bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak Desember 2009 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan berjudi, dan hal
tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat sering
pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha
menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marabh;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional, dan Tergugat sering marah-
marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah
sepele, misalnya pada saat Tergugat pulang larut malam, Penggugat
bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat malah marah-
marah, dan bahkan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir
Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, sementara untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari terpaksa Penggugat
bekerja sebagai pembantu;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2013, yang akibatnya

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 5 bulan, dan yang
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meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir
oleh Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal
yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat
dan tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak

berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bedasarkan Peraturan
Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah
pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan

tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang
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telah dipilih, dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mustolich, S.HI. sebagai

Mediator dalam perkara tersebut ;

Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, bahwa mediasi telah
dilaksanakan, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan diantara keduanya

tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis
hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim kemudian
membacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan

dan tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di
persidangan setelah tahapan mediasi, meskipun kepadanya telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka sidang tetap dilanjutkan dengan ketidakhadiran

Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batulicin Nomor  435/2007,
Tanggal 22 Juli 2007, setelah diperiksa secara teliti,
ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya,
sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat
bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim

diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat nomor : tanggal 13 Februari 2013, setelah
diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai

dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat
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formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut
oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di, Kabupaten Tanah
Bumbu, dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan

dibawah sebagai berikut :

e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai ayah
kandung Penggugat.

* Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada bulan Juli 2007, namun dari pernikahannya belum
dikaruniai anak.

e Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di,
kemudian di Desa dan selanjutnya mengontrak di Desa sebagai tempat
kediaman bersama terakhir.

e Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2012 (selama 1 tahun) rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

e Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

e Bahwa, penyebab lain yakni Tergugat suka minum-minuman keras dan
berjudi, dan saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.

e Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 (lima) bulan, yang didahului dengan kepergian Penggugat

karena diusir oleh Tergugat.
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e Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah

mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina

rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Kabupaten Tanah
Bumbu;

e Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai adik
kandung Penggugat.

e Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada bulan Juli 2007, namun dari pernikahannya belum
dikaruniai anak.

e Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
(Sulawesi), kemudian di dan selanjutnya mengontrak disebagai tempat
kediaman bersama terakhir.

e Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

e Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, dan pertengkaran tersebut berujung pada pemukulan oleh
Tergugat yang saksi ketahui karena melihat bekas pukulannya.

e Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah
ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat
tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

e Bahwa, penyebab lain yakni Tergugat suka minum-minuman keras dan
berjudi yang saksi ketahui karena sering melihat Tergugat minum-

minuman keras dan berjudi.
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e Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 (lima) bulan yang didahului dengan kepergian Penggugat
karena diusir oleh Tergugat.

e Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan
membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada yang dibantah.
Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat

sendiri tidak hadir dipersidangan.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga
Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti pada persidangan ini, walaupun

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya
Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-

buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum

Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan
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pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya
Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak
bercerai dan upaya mediasipun telah ditempuh, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Mustolich,
S.HI. tanggal 02 Juli 2014 bahwa kedua belah pihak telah melakukan
mediasi sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat
suka minum-minuman keras dan berjudi, Tergugat pun memiliki sifat
emosional, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, selain
itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
sejak awal pernikahan sampai sekarang sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat harus bekerja sebagai pembantu,
dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan

Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat
tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena setelah melalui proses
mediasi Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formil Tergugat tidak
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya majelis berpendapat
bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil-dalil yang tetap oleh
karenanya dapat dinyatakan jika dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui

oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan penggugat diakui
oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal

dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan
bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh
penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti
bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan
tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar

hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat,
yang berisi identitas Penggugat serta tentang domisili Penggugat yang berada
di kabupaten Tanah Bumbu sehingga menguatkan jika gugatan Penggugat

diajukan pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang

saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama SAKSI | dan SAKSI I,
yang dipersidangan telah terungkap fakta-fakta :

* Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

menikah pada bulan Juli 2007, namun dari pernikahannya belum

dikaruniai anak.
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e Bahwa, sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat
mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran hingga berujung pada pemukulan kepada Penggugat.

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu,
Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan berjudi.

e Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah selama 5
(lima) bulan, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
adalah Penggugat karena diusir Tergugat.

e Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan
perdamaian agar rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan

tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka
dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti

secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat tersebut,
maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat
sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus karena sikap/perilaku Tergugat suka minum-minuman keras dan
berjudi serta Tergugat pun tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus

bekerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi
namun justru saling menyakiti satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan,
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dapat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak
lagi saling percaya, saling pengertian dan saling menghargai serta sudah
tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian

dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam
rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan
atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,
sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sesuai dengan
ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan
tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak
dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut
diperparah dengan terungkapnya sikap keras Penggugat untuk tidak

meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas,
penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah
memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar
perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan
pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam Fighus Sunnah Juz I
halaman 248 yang berbunyi :
zoill Blycl ol azg 3l i uolall s bless wais 3L6
526 9 lelio o 8 xiusll plgs azo @lay Ylas sl oS,

il aall Lall Login tXoY! o wuolall
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
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perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka
sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,
kepada panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan

perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang

bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan
tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal
27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1435 H.
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs.
Parhanuddin sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, SH., dan
Khalishatun Nisa, S.H.l.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. limi sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Rofik Samsul Hidayat, S.H. Khalisatun Nisa, S.H.l.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Drs. llmi
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ~ :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 700.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-
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Jumlah Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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